BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan
kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos,
tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-
peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang
dengan ancaman pidana.®

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang
yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana
dan diancam dengan hukuman.®

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana
dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan
(gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang
(wettelijke omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan
itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan
hukuman. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang
bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu
tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah

menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik

® Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana. Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum
Pidana Indonesia. Universitas Lampung. HIm.70.
° Tri Andrisman. 2009. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Lampung. HIm. 83.
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itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa
memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut

timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.™

Pelaku Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia.
Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah
manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai
dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada
orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini,
Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh
manusia”."*

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk
jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi
sebagai berikut :

1. Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
a. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan
perbuatan itu;

b. mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan,

10 Barda Nawawi Arif. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana Il. Fakultas Hukum Undip.
HIm.37

' Rudi Rifdah.2024. Subjek Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-
hukum-pidana-1t52bdff2508616/. Diakses 5 Februari 2025


https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdff2508616/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdff2508616/

11

atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan
yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat
akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;

2. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan
untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut,
terdapat lima peranan pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan (dader or doer)

2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)

3. Orang yang turut serta melakukan (mededader)

4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)

5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige).*

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana
nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu
tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah

orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam

Y Pratiwi  Siswantari.2022. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)”. Binamulia Hukum. Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
Volume 11, Nomor 1, Juli 2022.
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Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya

pelaku dapat diketahui yaitu :

1. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenubhi
perumusan delik dalam Undang-Undang.

2. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat
yang dilarang dalam perumusan delik.

3. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah
barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana
yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah
pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T.
pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus
dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan
orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah
menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.*

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah
selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan
suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah
pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-
Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku,

memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan

2 Ibid
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pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam

Undang-Undang.

2.3. Jenis Jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan
berbagai aspek, di antaranya:

1. Berdasarkan KUHP, Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang
tercantum dalam Buku Il dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku 111
KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya, Tindak pidana dapat dibagi menjadi
formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan
prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya, Tindak pidana dapat terjadi seketika atau
berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan
pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu
tertentu juga termasuk ke dalam delik.

4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan, Tindak pidana dapat dibagi menjadi
sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja
melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak
sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan

5. Berdasarkan Sumbernya, tindak pidana dibedakan menjadi umum (applies

to all) dan khusus (applies to specific groups or situations).
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6. Berdasarkan Macam Perbuatannya, Tindak pidana aktif (komisi) adalah
tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan.
Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi
karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan,
seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi, Tindak pidana dapat
dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi yang bervariasi
tergantung pada jenis kejahatan.

8. Berdasarkan Kali Perbuatan, Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu
perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa
perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

9. Berdasarkan Pengaduan, Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat
diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan
dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan
resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

10. Berdasarkan Subjek Hukum, Tindak pidana communia adalah tindak
perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria
adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu
yang memiliki kualifikasi khusus.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan
diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan

berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya,
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bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum

yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.**

Unsur — Unsur Tindak Pidana

1.

2.

3.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,

Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,

. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,

. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

. Subjek,
. Kesalahan,
. Bersifat melawan hukum,

. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang

terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,

. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu

perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1.

2.

3.

Melawan hukum,
Merugikan masyarakat,

Dilarang oleh aturan pidana,

1 Info Hukum.2025. Tindak Pidana :Pengertian,Unsur dan Jenisnya. https://fahum.umsu.ac.id/i
nfo/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/. Diakses 28 Januari 2025.


https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/
https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/
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4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,

5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan
keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus
dilakukan. Unsur unsur obyektif itu meliputi:

1. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat
negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang
perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum
pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang
diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal
362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu
perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu
tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil
yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau
mebahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma
hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

3. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum
jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya
bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma
pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah

diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam
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keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50

dan 51 KUHP®®,

2.5. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di
masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara
pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun
mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok.
Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak
dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas
telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan
kekerasan.

Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan dalam
artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan
maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan
yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang
mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan.
Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur

kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365

> Repository Umko.2017.Hukum Pidana.https://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/ba
b2chi ndi.pdf. Diakses pada 27 Januari 2025.


https://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chi%20ndi.pdf
https://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/4/bab2chi%20ndi.pdf
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KUHP). Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah: Unsur

objektif:*°

1.

2.

cara atau upaya yang dilakukan kekerasan, atau; ancaman kekerasan.

yang ditujukan kepada orang.

. waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu

adalah: Sebelum, pada saat, setelah. Unsur subjektif: Digunakannya

kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

. Untuk mempersiapkan pencurian
. Untuk mempermudah pencurian

. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila

tertangkap tangan

. Untuk tentang menguasai benda yang dicuri agar terap berada ditangannya.

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan
keadaan yang memberatkan karna didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan,
mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas
barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara
tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan
seperti yang dilakukan dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan

demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan“."’

' Adaml Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. PT.Raja GrafikaPersada.
Jakarta.HIm.91.

Y7 Shafira Cut Aya Sofia .2024. Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Mati (Analisis Putusan Nomor
258/Pid.B/2019/Pn-Ckr). Universitas Syiah Kuala. Vol. 8 No.3, Agustus 2024
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Pasal 365 ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini ialah: ” bentuk
kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh

pelaku. Bentuk kekerasan diatas dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”.*

Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan, yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang
didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas
legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip
bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam
beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban
pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban yang ketat (strict
liability). Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai
dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak
dipidana kecuali kesesatannya itu dipersalahkan.*

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang
yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana
dirumuskan dalam Undang-Undang, maka orang tersebut patut
mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan
kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

18 B

Ibid.

9 Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.33.
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perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif
mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.?

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum
pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
merata materil dan sprituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk
mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu
penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus
memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari institusi terkait,
sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas dalam
melaksanakannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap
tindak  tindak  pidana yang dilakukannya. @ Tegasnya, Yyang
dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dibuktikannya.
Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada
tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana
pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum
pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak
sesuatu perbuatan tertentu.?

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, pada umumnya :

a. keadaan jiwanya :
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara.

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan.

% Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta . Jakarta. Hal. 165.
21 H
Ibid.
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3. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh. bawah
sadar.
b. kemampuan jiwanya :
1. Dapat menginsafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tesebut, apakah akan
dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui dari ketercelaan dari tindak tersebut?.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan
kemampuan jiwa. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai (geestelijke
vermongens) dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime)
yang terjadi atau tidak.?

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh,
mencuri, menghina, dan sebagainya.dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain
halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari
pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.?*

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan
bertanggungjawab dari petindak. la menginsyafi hakekat dari tindakan yang
akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat
menemukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia

menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu

2 Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung. HIm. 36.

23 H
Ibid.

# Melansari Kornea.2019. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian
Delegasi Kewenangan. Universitas Airlangga. VVol. 4 No. 28 Januari 2019.
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adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai
akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di
luar kehendaknya sama sekali.?®

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus
mengandung kesalahan. Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan
(opzet) dan kelalain (culpa).
1. Kesengajaan (opzet).

IImu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

a. Dolus Premeditatus: yaitu dolus yang direncanakan, sehingga
dirumuskan dengan istilah “dengan rencana dahulu”, untuk ini perlu ada
waktu untuk memikirkan dengan tenang pembuktiannya disimpulkan
dari keadaan yang objektif.

b. Dolus Determinatus dan Dolus Indeterminatus: yang pertama adalah
kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya
orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan
tertentu atau tujuan acak, misalnya menembakkan senjata kearah
sekelompok orang, memasukan racun kedalam air minum.

c. Dolus Alternativus: yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu
atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.

d. Dolus Indirectus: yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang

menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya;misalnya, di

% |bid.
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dalam perkelahian seseorang memukuli lawannya tanpa maksud untuk
membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang itu dilindasnya.

e. Dolus Directus: yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada
perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.

f. Dolus Generalis: yaitu kesengajaan di mana pelaku menghedaki akibat
tertentu, dan untuk ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya
untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian
dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.?

2. Kelalaian (culpa), terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun
juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, culpa itu
merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik
culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan
akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan
pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara
keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan
akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi
yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah
diancam dengan pidana.?’

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur
kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya

di depan hukum, vyaitu kesengajaan dan kelalain. Seseorang akan

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan

*® Berlian Manopo.2021. Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai
Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp. Vol. 9 No. 4 2021.

27 B
Ibid.
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tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat
melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu
bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas
pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang
melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung
dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa
pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan
dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan
perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakuka perbuatan
pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana
apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apablia
pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan
pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
Hal yang mendasari pertanggungjawaban tindak pidana adalah
pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa
dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan memimbing dan
mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal

budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk
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memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi
kebebasn, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas

semua tindakan yang dilakukannya.

Pengertian Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada
dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang —
undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Ayat 9, mengadili adalah
serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus
perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang
pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang — undang
ini. %

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan
pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya
tindak pidana dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana.
Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis

penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga)

teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan

%Arpani.2023. Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan. https:/pta-
kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/. Diakses pada
tanggal 29 Januari 2025.
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https://pta-kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/.%20Diakses
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pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga
teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut ( Teori Pembalasan) Pandangan
yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap
sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. karena
kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan
pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan
perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.

1. Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh
tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah
melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari
dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat
kemasa depan

2. Teori Relatif ( teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu
pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu,
maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau
mencegah (prevensi) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana
dijatunkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan,
melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan,
baik bagi si penjahat maupun masyarakat.

3. Teori gabungan Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari
teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk
pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi

masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan
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(verinigning theorien) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu
sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang
menjadi dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan
karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori
relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu
teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar
pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana
dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan)

melainkan ne peccaetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan).?®

2.8. Tugas dan Wewenang Hakim
Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai

berikut:

a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.

b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis
penahanannya.

c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara
persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang selanjutnya.

d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.

» Syarif Saddam Rivanie. 2022. Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan.

Universitas Halu Oleo. Vol.6, No.2, September 2022.
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e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

f. Wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.

g. Menghubungi BISPA agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya
masih dibawah umur.

h. Memproses permohonan grasi.

i. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan danperilaku
narapidana yang berada dalam Lembaga Permasyarakatan serta
melaporkannya kepada Mahkamah Agung®.

Dalam menangani suatu perkara, hakim memiliki kewenangan yang
telah ditentukan olen KUHAP:

a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang
pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau
penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing,
dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan
uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang
tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua
kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

kewajiban untuk memberi keteranganan sebagai saksi,yaitu tentang hal

*%Faisal. 2013. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim. http://pntangerang.go.id/index.php/profil
/tupoksi/hakim, Faisal, Tugas Pokok dan Fungsi (Hakim). Diakses 29 Januari 2025.



2.9.

29

yang dipercayakan kepada mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau
tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua
sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau
terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutny
a dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

f. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk
mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda

pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

Hakim sebagai Penegak Keadilan

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakan keadilan
(gerech’tigdheid) bukan kepastian hukum (rechtsze 'kerheid) atau dalam
bahasa. K. Wantjik Saleh,pekerjaan hakim berintikan keadilan.Namun, yang
dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan
undang-undang semata (let ternechten der wet), menurut versi penguasa atau
menurut selera kaum powerfull, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa.Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 bahwa, “Peradilan dilakukan demi keadilan
berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Itulah sebabnya setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu
didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa. Menyadari keadilan yang di perjuangkan oleh hakim adalah keadilan
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya sang
hakim tidak boleh hanya bersandar pada undang-undang semata, tetapi juga
harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Dengan kata lain, dalam setiap
putusannya, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi
mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi
penguasa, menguntungkan kaum powerfull (secara politik dan ekonomi), atau
demi menjaga kepastian hukum semata.*

Berkaitan dengan itu, dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994
tentang Repelita ke-16 bidang hukum ditegaskan bahwa; Dalam rangka
mendukung kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan yang
berkualitas dan bertanggung jawab, mendorong para hakim agar dalam
mengambil keputusan perkara, disamping senantiasa harus berdasarkan pada
hukum yang berlaku juga berdasarkan keyakinan seadil-adilnya dan
sejujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimiliknya dalam
memeriksa dan memutuskan perkara.

Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua yuris memahami dan
menyadari hal tersebut. Masih ada pakar hukum yang secara apriori
menyatakan bahwa rasa keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim
adalah suatu yang sangat subjektif. Oleh karena itu, apabila hakim
memutuskan perkara berdasarkan suara hati nuraninya, besar kemungkinan

putusan-putusanya akan menyebabkan Kketidakpastian hukum dan pada

31 Wahyudi Kurniawan. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' Sebuah
Janji Hakim Pada Sang Pencipta. https://www.umm.ac.id/en/opini/demi-keadilan-
berdasarkan-ketuhanan-yang-maha-esa-sebuah-janji-hakim-pada-sang-pencipta.html.
Diakses 25 Januari 2025.
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akhirnya justru akan mengakibatkan terciptanya Kketidakadilan dan
ketidaktenteraman dalam masyarakat. *

Itulah sebabnya mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan
pada suara hati nurani dan mengabaiakan ketentuan formal dalam perundang-
undangan. Terhadap pandangan tersebut diatas, tidak berlebihan apabila dapat
dikatakan di sini bahwa suara hati nurani yang dimaksudkan itu adalah suara
hati nurani untuk kepentingan masyarakat banyak bukan untuk kepentingan
diri sendiri sang hakim ataukah untuk melindungi kepentingan orang-orang
tertentu yang memiliki akses pada kekuasaan. Dalam ungkapan Satjipto
Raharjo, hati nurani yang dimaksud disini adalah hati nurani sosial yang
mencerminkan bahwa hukum tidak berada dalam keadaan hampa sosial.
(social vacuum).Sementara itu, Liek Wilarjo menggunakan istilah hati nurani
terhadap tanggung jawab masyarakatnya.*®

Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari
lingkungan sosial sebagaimana dikemukakan di atas, terbukalah
kemungkinan bagi hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai
perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus
konkret. Jadi, seyogianya hakim berempati dengan penderitaan rakyat akibat
pelecehan hukum yang dilakukan oleh penguasa dan atau kaum powerfull
lainnya seperti (seperti kekuatan politik dan ekonomi); bukan sebaliknya
hakim dijadikan sebagai tangan kanan kaum powerfull untuk membela

kepentingannya dalam setiap proses peradilan. Untuk itu, para hakim yang

32 B
Ibid

* Liek Wilarjo.1990. Realita dan Desiderata.Duta Wacana University Press.Salahtiga.
HIm.56.
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merupakan pemuka masyarakat agar meletakkan telinganya di atas jantung
masyarakat sehingga mendengar detak jantung rakyat.Dengan demikian dapat
mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat.>*

2.10. Hakim sebagai Penegak Hukum

Selain untuk menegakan keadilan seperti yang telah dikemukakan di
atas, sang hakim juga bertugas menegakkan kembali hukum yang telah
dilanggar. Kata pelanggaran hukum meliputi dua pengertian, yakni
pengertian hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian
luas, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah meliputi
pelanggaran hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk kebiasaan
dalam masyarakat.Sedangkan dalam artisempit, pengertian pelanggaran
hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis
saja.Pengertian yang terakhir ini lebih dominan dianut dalam hukum
pidana.Hal ini terkait erat dengan “asas legalitas” yang menjadi pegangan
utama dalam hukum pidana.

Pada hakikatnya bahwa tugas hakim dalam penegakan hukum,
khususnya dalam menegakan kembali peraturan perundang-undangan yang
telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka/terdakwa dapat berjalan
dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan

yang telah dilanggar itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

** bid.
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Atau dengan perkataan lain, bahwa tugas hakim dalam menegakkan hukum
tidak akan menemui hambatan apabila perturan perundang-undangan yang
ada sesuai dengan perasaan hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup
berkembang dalam masyarakat.

Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar
itu tidak sesuai lagi dengan realitas dalam masyarakat, hakim akan menemui
kesulitan dalam menegakannya kembali. Apabila hakim memaksakan diri
untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap perisitiwa konkret, besar
kemungkinan akan terciptanya ketidak adilan.*®

Dalam konteks ini berlakulah adigium yang berbunyi: summum ius
summa iniura (undang-undang yang diterapkan secara rigid akan
menyebabkan timbulnya ketidakadilan).John Rawls dalam bukunya, A
Theory of Justicemenegaskan bahwa: A Trial, then, is an instance of
imperfect procedure justice.Even though the law is carefully followed, and
the proceeding fairly and properly conducted, it may reach the wrong
outcome. An innocent man may be found guilty, a guilty man may be set
free. In such cases we speak of a miscarriage of justice.(Proses persidangan
dapat menjadi contoh suatu prosedur keadilan yang tidak sempurna.
Meskipun undang-undang telah diikuti dengan baik dan prosedur dijalani
secara jujur dan pantas dapat saja mencapai hasil yang salah.Seseorang yang

tidak bersalah dinyatakan bersalah, seseorang yang bersalah dapat

35Muhammad Yasin. 2013. Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan
Masyarakat. https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-independensi-hakim-dan-
rasa-keadilan-masyarakat-cl3026/. Diakses Pada 24 Januari 2025
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bebas.Dalam kasus-kasus seperti ini Kita nyatakan sebagai kesalahn
keadilan).

Contoh nyata tentang hal di atas adalah berupa penerapan pasal-pasal
penyebar rasa kebencian (haartzai artikelen) sebagaiaman diatur dalam
pasal 154-157 KUHP, yang merupakan peninggalan zaman kolonial
Belanda terhadap mereka yang secara kritis melakukan koreksi terhadap
berbagai kebijakan penguasa yang sering menimbulkan penderitaan bagi
rakyat banyak. Itulah sebabnya, dalam rangka menegakkan hukum yang
telah dilanggar sang hakim tidak boleh terikat pada bunyi perkataan undang-
undang semata (let 'terknechten der wet), tetapi harus mampu menciptakan
hukum sendiri melalui putusan-putusanya yang biasa disebut judge made

law (hukum yang dibuat oleh hakim).

2.11.Hakim Dalam Memberikan Keadilan
Putusan pengadilan tidak terlepas dari keadilan yang diberikan hakim,
Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan
tidak dengan isi dari perintah positif,tetapi pada pelaksanaannya. Keadilan
berarti menjaga berlangsungnya perintah positif denganmenjalankannya
secara bersungguh-sungguh.®’
Hans Kelsen mengatakan, keadilan adalah kebahagian sosial.

Pendapat Hans Kelsen ini tercermin dalam Ideologi Negara Republik

*® Antonius Sudirman. 2007. Hati Nurani Hakim dan Putusannya. PT Citra Aditya Bakti.
Jakarta. HIm.55.

% Hans Kelsen.2006. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law
and State) diterjemahkan oleh raisul Muttagien. Nusamedia & Nuansa. Bandung. Him.
193.
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Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya Sila Kelima:“Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”. Sila Kelima ini mengandung pengertian bahwa
keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi kehidupan
jasmani dan rohani/materiil dan spritual manusia, yaitu bagi seluruh rakyat
Indonesia secara merata berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sila kelima
tersebut menjabarkan keadilan dalam pengertian tata sosial masyarakat,
yaitu lebih ditinjau dalam pengertian kesejahteraan rakyat/masyarakat.

Keadilan yang diberikan hakim dalam putusannya harus berdasarkan
hukum positif,karena hukum positif (peraturan perundangan) merupakan
kehendak dari kedaulatan rakyat, yang mempunyai legitimasi sebagai
hukum yang mengikat, sehingga hakim tidak boleh mengambil putusan
yang bertentangan dan menyimpang dari apa yang telah diatur oleh hukum
positif dan hakim tidak dapat menggali hukum apabila hukum tersebut telah
diatur dalam hukum positif.semacam ini adalah keadilan dalam arti
legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari tata
hukum positif, melainkan dengan penerapannya Oleh karena itu, undang-
undang harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.

Keadilan berarti juga kebahagian bagi masyarakat atau setidak-
tidaknya, untuk sebagian besar masyarakat (the greatest happiness of the
greatest number of people). Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Jeremy
Bentham yang kemudian dikenal sebagai paham Utilitarian yang merupakan
pengembangan dari Aliran Positivisme Hukum. Jeremy Bentham yang

didukung oleh John Stuart Mill, berpendapat bahwa penilaian moral dari
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suatu perbuatan didasarkan atas hasil atau akibat dari perbuatan itu. Jeremy
Bentham tidaklah membedakan lagi antara upaya mengejar kebahagian
individu dengan upaya mengejar kebahagian umum. Asal saja sebagian
besar masyarakat secara pribadipribadi sudah merasa bahagia, maka sudah

tercapailah tujuan hukum diciptakan.*®

2.12. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam
persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi
putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan
suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim
itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya
dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan
amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum
dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.*

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum,
yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap
peristiwva yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum

Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang

% Endang Pratiwi. 2022. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau
Metode Pengujian Produk Hukum. Jurnal Konstitusi. VVol. 19, No.2, Juni 2022.

** Lilik Mulyadi. 2007. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter
pradilan. Mandar Maju. Bandung. Him. 127.
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bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam

pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari
peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis

yang dijadikan dasar untuk mengadili.

. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim

yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-

berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan
panitera. Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai
dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam
mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :
a. Putusan Akhir
Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di
persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun

yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan
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yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan,
tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :
1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang
memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali
bila undang undang menentukan lain.
b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam
proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar
jalannya pemeriksaan.putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan,
tetapi akan  berpengaruh  terhadap arah dan jalannya
pemeriksaan.Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak
dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara
persidangan saja. *°

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk
umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang
turut bersidang.Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena
tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan

akhir.

4Owilla Wahyuni. 2023. Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya. https://www.hukumonlin
e.com/berita/a/putusan-sela-1t6358f75b389e2/. Diakses 27 Januari 2025.


https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/
https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/
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Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat
merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat
dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak
dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu
dengan biaya sendiri. Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi
menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP Putusan Bebas merupakan
Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil
pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di
dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti sacara sah dan
meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP
dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak
cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan
menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari
ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis
ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas
pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari
pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan
kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang
tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas
batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut
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ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan
seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat
bukti yang sah.*
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum
Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah
melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan
yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak
merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis
putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2)
KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan
itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas
dari segala tuntutan”*?
3. Putusan yang mengandung pemidanaan
Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada
terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah
Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat

bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

*1'M Yahya Harahap. 2005. Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. Jakarta.
HIm. 358.

*2 Nafiatul Munawaroh. 2024. Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas. https://www.hukumon
line.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-1t5122909d10411/. Diakses pada
26 Januari 2025


https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411/
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2.13. Pengertian Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis
hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan
berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang
dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat
materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan
hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan
dasar dalam putusan tersebut.*®
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping
itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.
Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan
hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.*
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan

* Satjipto Rahardjo. 2008. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan
Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. HIm.7.

“ Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V Pustaka
Pelajar. Yogyakarta. HIm. 140.
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untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu

benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya

bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan

kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para
pihak.*

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga
memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak
disangkal.

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut
semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

c. Adanya semua  bagian  dari  petitum  Penggugat  harus
dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat
menarik  kesimpulan  tentang  terbukti/tidaknya  dan  dapat
dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi
dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam
melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu: “°

a. Pertimbangan secara Yuridis

45 1 -

Ibid.
% Andikha Putra. 2023.Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana
Gratifikasi. Jurnal Lex Specialis. Vol. 4, No. 2, Desember 2023.
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Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh
Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam
putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1. Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar
itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain
berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah
dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
2. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP,
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang
dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa
sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut
Umum ataupun dari penasihat hukum.
3. Keterangan Saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti
sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang

didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam



44

sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi
menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.*’
4. Barang-barang bukti
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan
sidang pengadilan, yang meliputi:

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil
tindak pidana;

b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkan;

c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana;

d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu
selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini,
penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan
memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa
telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal

peraturan hukum pidana.

“"Willa Wahyuni. 2022. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti. https://www.hukumonline.c
om/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-1t6357b0c181f39/. Diakses pada 25
Januari 2025.


https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/
https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/
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b. Pertimbangan secara Sosilogis
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis
adalah sebagai berikut:
1. Latar Belakang Terdakwa
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri
terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti
membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat
dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat
pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak
keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
3. Kondisi Diri Terdakwa
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis
terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial
yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia
dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan
adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
a. Tekanan dari orang lain,
b. Pikiran sedang kacau,
c. Keadaan marah dan lain-lain.

4. Agama Terdakwa
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Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila
sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan
harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para
hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para
pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis.
Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
(Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan
hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

masyarakat.*®

** Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana kontemporer. Citra Aditya. Jakarta.
Him. 216.



